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Abstract 
This research is aimed to determine and analyze: 1) the result of internal control and 
completion of follow-up losses on financial performance of The Local Governmental Work Units in 
Poso Regency; 2) the significant effect of internal control and completion of follow-up losses on 
financial performance of The Local Governmental Work Units in Poso Regency; 3) the significant 
effect of internal control on financial performance of The Local Governmental Work Units in Poso 
Regency; 4) the significant effect of follow-up losses completion on financial performance of The 
Local Governmental Work Units in Poso Regency. Statistical test by using multiple linear 
regressions with SPSS program 17.0 shows that: a) the result of internal control and completion of 
follow-up losses have significant effect on financial performance of The Local Governmental Work 
Units in Poso Regency; b) internal control has significant effect on financial performance of The 
Local Governmental Work Units in Poso Regency; c) follow-up losses completion has negative 
significant on financial performance of The Local Governmental Work Units in Poso Regency. 
Keywords: the result of internal control, follow-up losses completion, and financial performance 
of the local governmental work units. 
 
Perubahan sistem pemerintahan dari 
sentralistik ke dalam desentralistik mengubah 
hubungan antara Pemerintah Daerah dan 
Pemerintah Pusat. Sistem pemerintahan 
tersebut memberikan sebagian kewenangan 
kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur tata 
pemerintahannya sendiri (otonomi daerah). 
Menurut Bennet (2010) menyatakan bahwa 
Otonomi daerah memberikan porsi kewenangan 
yang besar kepada pemerintah daerah untuk 
dapat mengelola keuangan daerahnya. 
Hubungan hak dan kewajiban daerah yang 
berupa hubungan antara penggunaan sumber 
daya (input) dengan keluaran (output) dan hasil 
(outcome) yang harus dilaksanakan oleh 
pemerintah  daerah secara efisien dan efektif 
(Purnomo, 2008).  
Daerah otonom diberi hak dan 
wewenang, sekaligus berkewajiban mengatur 
serta mengurus daerahnya sendiri. Proses 
pendelegasian wewenang terdapat hubungan 
antara masyarakat dengan pemerintah daerah, 
legislatif dengan pemerintah daerah dan juga 
antara masyarakat dengan legislatif. Perbedaan 
kepentingan dari masing-masing peran tersebut 
mengakibatkan adanya konflik yang disebut 
sebagai agency conflict. 
Tujuan utama pelaksanaan otonomi 
daerah adalah untuk menciptakan good 
governance, yaitu dengan pengambilan 
keputusan dalam pengelolaan sumber daya 
melalui suatu proses yang dapat dipertanggung 
jawabkan, akuntabel, transparan, dan 
memenuhi tujuan pelayanan publik (efektif) 
(Widyananda, 2008). Good governance 
diperlukan untuk dapat meminimalkan adanya 
agency conflict. Good governance diwujudkan 
guna mereformasi akuntansi keuangan daerah 
dan manajemen  keuangan  daerah dilakukan 
untuk memenuhi tuntutan transparansi dan 
akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan 
daerah (Rahmanur Rasjid, 2008).   
Menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga 
aspek utama yang mendukung keberhasilan 
otonomi daerah, yaitu pengawasan, 
pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal 





tersebut pada dasarnya berbeda, baik konsepsi 
maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu 
pada tingkatan atau  kegiatan  yang  dilakukan  
di  luar  pihak  eksekutif  yaitu  masyarakat  dan  
DPRD,  untuk mengawasi  kinerja  
pemerintahan  daerah. Pengendalian adalah 
mekanisme yang dilakukan oleh pihak 
eksekutif  (Pemerintah Daerah) untuk 
menjamin dilaksanakannya sistem dan 
kebijakan  manajemen  dengan  baik,  sehingga 
tujuan  organisasi  dapat  tercapai.  Pemeriksaan 
(audit) merupakan kegiatan oleh pihak yang 
memiliki independensi dan memiliki 
kompetensi profesional untuk  memeriksa, 
apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah 
sesuai dengan standar atau kreteria yang ada. 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah 
menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi 
dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) (UU 17 Tahun 2003; UU 32 
Tahun 2004; UU 33 Tahun 2004). Pemerintah 
menyelenggarakan sistem pengendalian internal 
pemerintah atau SPIP untuk menjamin kualitas 
LKPD (PP 60 Tahun 2008, PP 58 Tahun 2005). 
SPIP ini perlu  didukung dengan aktivitas 
pengawasan internal yang berkualitas, sehingga 
mampu  mendeteksi dan melaporkan adanya 
kelemahan sistem kepada manajemen (Coram, 
Ferguson & Moroney, 2006; Kinsella, 2010; 
Domnisory & Vinatoru, 2008). Selanjutnya, 
kelemahan tersebut dapat  ditindaklanjuti atau 
direspon oleh manajemen (Russell & Regel, 
1996), sehingga kelemahan dapat diperbaiki 
dan tidak terulang kembali. 
Hakikat pengawasan adalah mencegah 
sedini mungkin terjadinya  penyimpangan, 
pemborosan, penyelewengan, hambatan, 
kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai 
tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. 
Menurut Arifin Sabeni dan Imam Gozali (1997 
: 67) pengawasan internal merupakan suatu alat 
pengawasan dari pemimpin organisasi untuk 
mengawasi apakah kegiatan-kegiatan 
bawahannya telah sesuai dengan rencana-
rencana dan kebijakan yang telah ditentukan 
(Wawan dan Lia, 2009). 
Akuntabilitas dan transparansi LKPD 
merupakan salah tujuan yang harus dicapai dan 
daerah harus mampu mengelola urusan tersebut 
dalam hal keuangan, sehingga akan 
menunjukkan kinerja keuangan daerah yang 
baik. Kinerja keuangan pemerintah daerah 
adalah kemampuan suatu daerah untuk 
menggali dan mengelola sumber-sumber 
keuangan asli daerah dalam memenuhi 
kebutuhannya guna mendukung berjalannya 
sistem pemerintahan, pelayanan kepada 
masyarakat dan pembangunan daerahnya 
dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada 
pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan 
di dalam menggunakan dana-dana untuk 
kepentingan masyarakat daerah dalam batas-
batas yang ditentukan peraturan perundang-
undangan (Syamsi dalam Susantih, 2009).  
Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, 
aparat pengawasan intern pemerintah di daerah 
adalah Inspektorat Propinsi /Kabupaten/Kota 
yang bertanggung jawab langsung kepada 
Gubernur/Bupati/Walikota. Peran inspektorat di 
daerah sangat penting dalam hal mengawasi 
kinerja keuangan pemerintah daerah yang 
terbagi pada masing-masing Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) agar tidak terjadi 
penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, 
hambatan, kesalahan, dan kegagalan  dalam 
mencapai tujuan serta pelaksanaan tugas-tugas 
di SKPD. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso 
merupakan salah satu daerah yang 
melaksanakan otonomi daerah. Salah satu 
bentuk otonomi tersebut adalah kemampuan 
pemerintah  daerah  dalam mengelola  kinerja 
keuangan yang tertuang dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
APBD tersebut menggambarkan kemampuan 
pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan 
pelaksanaan tugas pembangunan. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 
yang mengatur  bahwa  Kepala Daerah harus  
memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD kepada DPRD berupa LKPD. LKPD 
tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan 
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Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas 
dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang 
dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan 
daerah (Nordiawan, 2010).  
Inspektorat Kabupaten Poso merupakan 
satu-satunya SKPD yang memiliki tugas pokok 
dan fungsi dalam hal melakukan pengawasan 
dan bertanggung jawab langsung kepada 
Bupati. Pengawasan tersebut meliputi kegiatan 
pemeriksaan, review, evaluasi, pemantauan dan 
pengawasan lainnya terhadap seluruh SKPD 
yang berada pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Poso. Selain pengawasan, 
Inspektorat Kabupaten Poso juga melakukan 
evaluasi tindak lanjut terhadap rekomendasi 
temuan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 
LKPD Kabupaten Poso Tahun 2010 
sampai dengan Tahun 2013 lebih banyak 
mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP) dari BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, 
walaupun LKPD pada Tahun 2012 memperoleh 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal 
tersebut disebabkan oleh pengelolaan asset dan 
kinerja keuangan pemerintah daerah yang 
belum optimal. Kinerja keuangan yang belum 
optimal disebabkan oleh penyimpangan yang 
dilakukan oleh beberapa SKPD. Berikut data 
hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh 
Inspektorat Kabupaten Poso Tahun 2010-2013.  
 
 














Sumber :  (1) LHP Inspektorat Propinsi Sulawesi Tengah, 2014 
 (2) Inspektorat Kabupaten Poso, 2014 
 
Berdasarkan data di atas, pada Tahun 
2010-2013 jumlah rekomendasi temuan adalah 
sebanyak 1149. Rekomendasi tersebut telah 
selesai ditindak lanjuti sebanyak 441 
rekomendasi, sebanyak 471 rekomendasi dalam 
proses tindak lanjut dan belum ditindak lanjuti 
sebanyak 237 rekomendasi. Selain itu, pada 
tahun 2010-2013 terdapat jumlah kerugian 
negara/daerah sebesar        Rp 
3.909.476.279,19. Kerugian tersebut telah 
ditindak lanjuti dengan melakukan penyetoran 
ke kas Negara/daerah sebesar    Rp 
2.396.072.142,19 sedangkan sisa yang belum 
disetor ke kas negara/daerah sebesar Rp 
1.513.404.137,00. 
Kerugian Negara/daerah yang cukup 
besar tersebut, berindikasi terhadap buruknya 
kinerja keuangan yang ada pada SKPD secara 
khusus dan pemerintah daerah pada umumnya. 
Pengawasan intern dalam hal ini inspektorat 
dituntut untuk lebih meningkatkan dan berperan 
aktif dalam hal mengawasi kinerja keuangan 
SKPD. Inspektorat juga harus lebih efektif 
dalam menindak lanjuti temuan-temuan hasil 
pengawasan terutama yang berhubungan 
dengan masalah kerugian Negara/daerah. 
Menurut Dwiputrianti (2008) tindak lanjut atas 
NILAI DITINDAK LANJUTI  SISA   
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2010 225 243 136 84 23 1,850,418,547.19        1,743,489,397.19       106,929,150.00           
2 2011 343 415 193 157 65 1,202,840,969.00        329,685,129.00          873,155,840.00           
3 2012 172 240 67 113 60 337,228,748.00           101,701,916.00          235,526,832.00           
4 2013 176 251 45 117 89 518,988,015.00           221,195,700.00          297,792,315.00           















temuan audit  berdasarkan rekomendasi 
merupakan suatu upaya continuous 
improvement atas  kinerja entitas yang 
diperiksa. Lembaga pemeriksaan khususnya 
inspektorat, tindak  lanjut merupakan suatu 
evaluasi tentang kualitas hasil pemeriksaan. 
Manfaat dari suatu pemeriksaan hanya dapat 
dirasakan, apabila hasil temuan dan 
rekomendasi ditindak lanjuti. Tanpa 
penyelesaian tindak lanjut dari parlemen, 
eksekutif, instansi yang diperiksa dan aparat 
yang diberi wewenang melakukan investigasi, 
pemeriksaan menjadi tidak efektif dan 
akuntabilitas hanya akan menjadi mimpi 
belaka. 
Berdasarkan uraian yang telah 
dikemukakan di atas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan 
menganalisis hasil pengawasan internal dan 
penyelesaian tindak lanjut kerugian terhadap 
kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di Kabupaten Poso; 2) Untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh hasil 
pengawasan internal dan penyelesaian tindak 
lanjut kerugian baik secara simultan dan parsial 
terhadap kinerja keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Poso. 
 
HIPOTESIS  
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, 
maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 
1. Hasil pengawasan internal dan penyelesaian 
tindak lanjut kerugian berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan kinerja 
keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) di Kabupaten Poso. 
2. Hasil pengawasan internal berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
Kabupaten Poso. 
3. Penyelesaian tindak lanjut kerugian 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah 





Penelitian ini menggunakan metode 
verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. 
Menurut Sugiyono (2012 : 55) metode 
verifikatif dengan pendekatan kuantitatif 
merupakan penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara dua variabel atau 
lebih serta menggunakan data numerik (angka), 
yang kemudian diolah dan dianalisis untuk 
diambil kesimpulan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Pemerintah Kabupaten Poso yang menjadi 
objek pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten 
Poso dan termuat dalam Program Kerja 
Pengawasan Tahunan (PKPT) sebanyak 62 
SKPD yang terdiri dari : 9 Bagian pada 
Sekertariat Daerah (PERDA No. 1 Tahun 
2014), 17 Dinas (PERDA No. 2 Tahun 2014), 
17 Badan/Lembaga Teknis Daerah (PERDA 
No. 3 Tahun 2014) dan 19 Kecamatan. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik sampling purposive. 
Sugiyono (2013:85) menyatakan bahwa 
sampling purposive adalah teknik penentuan 
sampel dengan pertimbangan tertentu. 
Berdasarkan pengertian tersebut, penentuan 
sampel ditentukan pada kriteria-kriteria tertentu 
yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. 
Kriteria tersebut adalah : 
a. SKPD yang tercantum dalam PKPT Tahun 
2013 (Tahun Pengamatan) 
b. SKPD yang terperiksa pada Tahun 2013 
(Tahun Pengamatan). 
Berdasarkan kriteria tersebut, sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 33 SKPD terdiri 
dari 15 Dinas, 8 Badan/Lembaga Teknis 
Daerah dan 10 Kecamatan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder, yaitu data mengenai 
tindak lanjut rekomendasi temuan keuangan 
daerah dan tindak lanjut nilai kerugian daerah, 
bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan dan 
Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan yang diperoleh dari Inspektorat 
Kabupaten Poso Tahun 2013. Data mengenai 
anggaran dan realisasi anggaran per SKPD 
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yang bersumber dari Laporan Realisasi 
Anggaran diperoleh dari Badan Pengelola 
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Poso 
Tahun 2013. 
Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : variabel bebas yang 
terdiri dari : Hasil pengawasan internal (X1) dan 
Penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian (X2) serta 
variabel terikat yaitu Kinerja Keuangan SKPD 
(Y). Defenisi operasional masing-masing 
variabel penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Hasil Pengawasan Internal (X1) 
Hasil pengawasan internal merupakan 
rekomendasi temuan terhadap 
penyimpangan atau penyelewangan yang 
dilakukan oleh objek pemeriksaan dalam hal 
ini SKPD di Kabupaten Poso. Indikator 
variabel hasil pengawasan internal dalam 
penelitian ini adalah tindak lanjut 
rekomendasi temuan keuangan daerah 
(TLRTKD) dibandingkan dengan 
rekomendasi temuan keuangan daerah 
(RTKD). 
2. Penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian (X2) 
Penyelesaian tindak lanjut kerugian 
merupakan tindakan yang dilakukan oleh 
auditee dalam rangka melaksanakan saran 
atau rekomendasi hasil pengawasan 
fungsional. Indikator variabel ini adalah 
tindak lanjut nilai kerugian daerah (TLNKD) 
dibandingkan dengan nilai kerugian daerah 
(NKD) oleh objek pemeriksaan dalam hal ini 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
Kabupaten Poso.   
3. Kinerja Keuangan SKPD (Y) 
Pengukuran kinerja keuangan SKPD 
dilakukan dengan cara, realisasi anggaran 
baik itu belanja langsung maupun dan tidak 
langsung dibagi dengan anggaran yang 
diperoleh SKPD pada 1 (satu) periode 
anggaran yang tertuang dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) 
atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan 
Anggaran SKPD (DPPA-SKPD). 
Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
telaah dokumen yaitu mengumpulkan data 
sekunder yang bersumber dari dokumen 
Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan 
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 
yang diperoleh dari Inspektorat Kabupaten 
Poso Tahun 2013. Kinerja keuangan SKPD 
yang berupa dokumen Laporan Realiasasi 
Anggaran diperoleh dari Badan Pengelola 
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Poso 
Tahun 2013.  Teknik analisa data yang 
digunakan pada penelitian ini meliputi :  
 
1. Uji Asumsi Klasik  
Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari: Uji 
Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji 
Heteroskedastisitas. 
2. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis ini digunakan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh variabel bebas 
yaitu: Hasil Pengawasan Internal (X1) dan 
Penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian (X2) 
terhadap variabel terikatnya yaitu Kinerja 
Keuangan SKPD (Y). Alat analisis yang 
digunakan adalah teknik analisis regresi 
berganda dengan formulasi sebagai berikut : 
Y = a + b1X1 + b2X2 + e 
Dimana:  
Y=Kinerja Keuangan SKPD  (Variabel 
Dependen) 
a= Intersep (Konstanta) 
b1, b2=Koefisien Regresi 
X1= Hasil Pengawasan Internal (Variabel 
Independen) 
X2=Penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian 
(Variabel Independen) 
e= Kesalahan pengganggu (error term) 
3. Pengujian Hipotesis 
 pengujian terhadap hipotesis yang diajukan 
dilakukan terdiri dari pengujian secara 
simultan (Uji F), pengujian secara parsial 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Pengawasan Internal 
Indikator variabel hasil pengawasan 
internal dalam penelitian ini adalah 
perbandingan antara Rekomendasi Temuan 





Keuangan Daerah (RTKD) dengan Tindak 
Lanjut Rekomendasi Temuan Keuangan 
Daerah (TLRTKD). Rekomendasi temuan 
keuangan daerah terdiri dari sanksi adminstratif 
secara tertulis yang diberikan oleh atasan 
kepada bawahan yang melakukan kesalahan 
(berjenjang/struktural) dan menyetor atau 
mengembalikan nilai kerugian ke kas daerah 
akibat kesalahan tersebut.  
Temuan-temuan mengenai keuangan 
daerah terdiri dari tumpang tindih perjalanan 
dinas, belanja fiktif, kelebihan bayar, pajak 
daerah yang belum dipungut dan disetor dan 
lain sebagainya. Variabel hasil pengawasan 
internal dapat dilihat pada tabel 2. 
Berdasarkan tabel tersebut, hasil 
pengawasan intern dalam hai ini RTKD pada 
tahun 2013 dengan objek pemeriksaan (SKPD) 
sebanyak 33 menunjukkan angka sebesar 141 
RTKD. TLRTKD menunjukkan angka sebesar 
113 atau 80,14% dari angka RTKD. Tabel di 
atas juga menunjukkan bahwa 12 SKPD telah 
menindak lanjuti semua rekomendasi temuan 
keuangan daerah (100%) dan sisanya sebanyak 
21 SKPD dalam proses tindak lanjut.  
Hal ini disebabkan kurangnya 
pengetahuan yang dimiliki oleh SKPD dan 
keinginan yang kuat dari kepala SKPD dalam 
menindak lanjuti temuan tersebut. Selain itu, 
pemerintah daerah dalam hal ini bupati poso 
belum mengeluarkan aturan yang jelas 
mengenai pemberian penghargaan kepada 
SKPD yang berhasil menindaklanjuti RTKD 
dan sanksi tegas kepada SKPD yang belum 
selesai dalam menindaklanjuti rekomendasi 
temuan tersebut. 
Berdasarkan Peraturan BPK RI No. 02 
Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan 
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 
09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan 
Pelaporan Tindak Lanjut Hasll Pengawasan 
Fungsional menyatakan bahwa Pejabat yang 
diperiksa (objek pemeriksaan) wajib 
memberikan jawaban atau penjelasan tentang 
tindak lanjut atas rekomendasi hasil 
pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam 





























1 BADAN LINGKUNGAN  HIDUP 3 7 2 2 100.00
2 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB & PA 4 4 3 3 100.00
3 BADAN  KETAHANAN  PANGAN 3 3 2 2 100.00
4
BADAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN 
& KEHUTANAN
3 6 2 2 100.00
5
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN 
PENANAMAN MODAL 
3 4 3 2 66.67
6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6 7 6 5 83.33
7 DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN 2 3 3 2 66.67
8 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 3 4 2 2 100.00
9 DINAS KEHUTANAN 2 3 3 2 66.67
10 DINAS SOSIAL 1 2 2 2 100.00
11
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI &
INFORMATIKA
3 4 2 2 100.00
12 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 6 16 6 4 66.67
13 DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 5 7 5 4 80.00
14 DINAS  KOPERASI, UMKM DAN PERINDAG 6 12 9 8 88.89
15 DINAS PEKERJAAN UMUM 4 5 2 2 100.00
16 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 6 10 8 4 50.00
17 DINAS KESEHATAN 5 11 11 9 81.82
18 DINAS PENDAPATAN 4 7 5 5 100.00
19 DINAS PERUMAHAN & KEBERSIHAN KOTA 7 7 2 1 50.00
20 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 6 7 3 2 66.67
21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 4 2 2 100.00
22
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN
DOKUMENTASI
2 2 2 2 100.00
23 SEKRETARIAT KORPRI 5 6 4 3 75.00
24 KANTOR CAMAT POSO  KOTA 7 7 5 4 80.00
25 KANTOR CAMAT POSO  KOTA UTARA 6 8 2 2 100.00
26 KANTOR CAMAT POSO  KOTA SELATAN 7 9 7 5 71.43
27 KANTOR CAMAT  LAGE 4 6 4 3 75.00
28 KANTOR CAMAT  POSO PESISIR 15 19 7 6 85.71
29 KANTOR CAMAT  POSO PESISIR  SELATAN 5 7 4 3 75.00
30 KANTOR CAMAT  PAMONA  UTARA 13 14 5 4 80.00
31 KANTOR CAMAT  PAMONA  BARAT 6 9 5 3 60.00
32 KANTOR CAMAT  PAMONA  PUSELEMBA 14 16 7 6 85.71
33 KANTOR CAMAT  LORE  TENGAH 7 15 6 5 83.33
176 251 141 113 80.14   
NO SKPD TT TRT
HASIL PENGAWASAN 
INTERN (X1)
J U M L A H












































Sumber : Inspektorat Kabupaten Poso (data diolah) 
 
Penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian  
Indikator variabel penyelesaian tindak 
lanjut kerugian dalam penelitian ini adalah 
perbandingan antara Nilai Kerugian Daerah 
(NKD) dengan Nilai Tindak Lanjut Kerugian 
Daerah (NTLKD). Variabel Penyelesaian 
Tindak Lanjut Kerugian dapat dilihat pada tabel 










1 BADAN LINGKUNGAN  HIDUP 3,400,182.00                  3,400,182.00                   100.00
2 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB & PA 476,000.00                     476,000.00                      100.00
3 BADAN  KETAHANAN  PANGAN 1,450,000.00                  1,450,000.00                   100.00
4
BADAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN 
& KEHUTANAN
10,125,500.00                 10,125,500.00                 100.00
5
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN 
PENANAMAN MODAL 
39,021,000.00                 29,221,000.00                 74.89
6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8,460,098.00                  8,460,098.00                   100.00
7 DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN 39,894,500.00                 32,314,500.00                 81.00
8 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 4,386,800.00                  4,386,800.00                   100.00
9 DINAS KEHUTANAN 6,830,320.00                  6,830,320.00                   100.00
10 DINAS SOSIAL 4,902,800.00                  4,902,800.00                   100.00
11
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI &
INFORMATIKA
9,466,000.00                  9,466,000.00                   100.00
12 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                  43,615,222.00                   33,594,551.00 77.02
13 DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 10,300,000.00                 10,300,000.00                 100.00
14 DINAS  KOPERASI, UMKM DAN PERINDAG 34,387,385.00                 27,937,385.00                 81.24
15 DINAS PEKERJAAN UMUM 8,375,200.00                  8,375,200.00                   100.00
16 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 25,182,161.00                 20,010,000.00                 79.46
17 DINAS KESEHATAN 112,380,693.00               101,327,868.00               90.16
18 DINAS PENDAPATAN 8,972,650.00                  8,972,650.00                   100.00
19 DINAS PERUMAHAN & KEBERSIHAN KOTA 1,500,000.00                  1,500,000.00                   100.00
20 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2,259,500.00                  2,029,500.00                   89.82
21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 10,585,000.00                 10,585,000.00                 100.00
22
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN
DOKUMENTASI
2,620,059.00                  2,620,059.00                   100.00
23 SEKRETARIAT KORPRI 8,712,182.00                  8,049,182.00                   92.39
24 KANTOR CAMAT POSO  KOTA 5,376,460.00                  4,511,181.00                   83.91
25 KANTOR CAMAT POSO  KOTA UTARA 3,159,200.00                  3,159,200.00                   100.00
26 KANTOR CAMAT POSO  KOTA SELATAN 13,272,760.00                 9,691,347.00                   73.02
27 KANTOR CAMAT  LAGE 8,958,246.00                  6,700,000.00                   74.79
28 KANTOR CAMAT  POSO PESISIR 27,668,361.00                 23,068,361.00                 83.37
29 KANTOR CAMAT  POSO PESISIR  SELATAN 9,575,521.00                  7,087,500.00                   74.02
30 KANTOR CAMAT  PAMONA  UTARA 7,900,078.00                  6,345,733.00                   80.32
31 KANTOR CAMAT  PAMONA  BARAT 14,414,630.00                 8,496,161.00                   58.94
32 KANTOR CAMAT  PAMONA  PUSELEMBA 11,206,316.00                 9,085,481.00                   81.07
33 KANTOR CAMAT  LORE  TENGAH 20,153,191.00                 16,320,859.00                 80.98
518,988,015.00            440,800,418.00            84.93   
NO SKPD
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT KERUGIAN (X2)
J U M L A H












































Sumber : Inspektorat Kabupaten Poso (data diolah) 
 
Penyelesaian tindak lanjut nilai kerugian 
tersebut adalah dengan melakukan penyetoran 
ke kas daerah atau bank persepsi yang telah 
ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk 
menampung segala jenis nilai kerugian daerah. 
Pemerintah daerah Kabupaten Poso memiliki 4 
(empat) bank persepsi yang dapat digunakan 
untuk menyetor nilai kerugian tersebut, bank itu 
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adalah Bank Pembangunan Daerah Sulteng 
Cabang Poso, BRI Cabang Poso, BNI Cabang 
Poso dan BSM Cabang Poso. Selain itu, khusus 
untuk penyetoran pajak daerah dapat dilakukan 
pada Dinas Pendapatan Kabupaten Poso.  
Berdasarkan tabel di atas, total nilai 
kerugian daerah pada tahun 2013 senilai      Rp 
518.988.015,- dari 33 SKPD, nilai tersebut 
telah ditindak lanjuti atau telah dilakukan 
penyetoran ke kas daerah senilai Rp 
440.800.418,- atau 84,93% dari nilai kerugian 
daerah. 16 SKPD telah menyelesaikan nilai 
kerugian tersebut dan menyetorkannya ke kas 
daerah dan 17 SKPD dalam proses angsuran 
nilai kerugian. Tabel di atas juga menunjukkan 
bahwa Dinas Kesehatan merupakan SKPD 
dengan nilai kerugian tertinggi yaitu sebesar                   
Rp 112.380.693,- dari nilai tersebut telah 
dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp 
101.327.868,- atau 90,16%. Badan 
Pemberdayan Perempuan, Keluarga Berencana 
dan Perlindungan Anak merupakan SKPD 
dengan nilai temuan kerugian terendah yaitu 
sebesar Rp 476.000,- dan nilai tersebut telah 
ditindaklanjuti secara keseluruhan (100%). 
Temuan kerugian daerah tersebut terjadi 
atas kelalaian pejabat pengelola keuangan dan 
bendahara pengeluaran yang kurang teliti dalam 
melakukan proses pengelolaan keuangan di 
SKPD. Bentuk temuan seperti kelebihan 
pembayaran perjalanan dinas, lebih bayar uang 
penginapan, perjalanan dinas fiktif, 
pertanggungjawaban keuangan fiktif dan lain 
sebagainya merupakan contoh temuan hasil 
audit yang dilakukan oleh Inspektorat dan dapat 
mengakibatkan kerugian daerah. 
 
Kinerja Keuangan SKPD 
Indikator variabel Kinerja Keuangan 
dalam penelitian ini adalah perbandingan antara 
Anggaran SKPD dengan Realisasi Anggaran 
SKPD. Variabel Kinerja Keuangan SKPD 



































1 BADAN LINGKUNGAN  HIDUP 3,659,321,581.00          3,586,620,849.83          98.01
2 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB & PA 5,482,832,303.00          5,382,221,133.00          98.16
3 BADAN  KETAHANAN  PANGAN 4,306,633,222.00          4,256,155,375.00          98.83
4
BADAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN 
& KEHUTANAN
9,546,820,876.00          8,993,111,151.70          94.20
5
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN 
PENANAMAN MODAL 
4,457,809,661.00          4,398,791,439.00          98.68
6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4,639,081,638.00          4,570,532,387.00          98.52
7 DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN 6,207,324,316.00          6,112,987,589.00          98.48
8 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 21,349,143,358.00        21,125,144,858.00        98.95
9 DINAS KEHUTANAN 5,951,559,956.00          5,811,334,262.00          97.64
10 DINAS SOSIAL 3,438,600,294.00          3,403,025,799.00          98.97
11
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI &
INFORMATIKA
13,936,838,670.00        13,679,173,358.00        98.15
12 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 8,247,679,789.00          7,626,735,593.00          92.47
13 DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 7,525,947,001.00          7,380,196,970.00          98.06
14 DINAS  KOPERASI, UMKM DAN PERINDAG 12,321,731,031.00        11,927,546,883.00        96.80
15 DINAS PEKERJAAN UMUM 87,182,621,013.00        84,790,381,249.33        97.26
16 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 352,550,858,113.50 331,061,935,543.00 93.90
17 DINAS KESEHATAN 45,398,873,112.00        43,478,312,477.67        95.77
18 DINAS PENDAPATAN 9,604,621,159.00          9,343,248,163.00          97.28
19 DINAS PERUMAHAN & KEBERSIHAN KOTA 20,207,956,489.00 17,670,907,216.00 87.45
20 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3,027,362,364.00          2,968,927,094.00          98.07
21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 15,477,413,581.00        15,189,135,158.00        98.14
22
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN
DOKUMENTASI
1,686,391,567.00          1,614,654,053.00          95.75
23 SEKRETARIAT KORPRI 1,354,307,730.00          1,326,478,509.00          97.95
24 KANTOR CAMAT POSO  KOTA 2,765,040,217.00          2,723,716,751.00          98.51
25 KANTOR CAMAT POSO  KOTA UTARA 4,514,491,893.00          4,379,902,270.00          97.02
26 KANTOR CAMAT POSO  KOTA SELATAN 3,262,792,770.00          3,149,747,051.00          96.54
27 KANTOR CAMAT  LAGE 1,489,492,662.00          1,445,382,572.00          97.04
28 KANTOR CAMAT  POSO PESISIR 2,436,944,056.00          2,401,144,373.00          98.53
29 KANTOR CAMAT  POSO PESISIR  SELATAN 1,350,369,201.00          1,323,892,081.00          98.04
30 KANTOR CAMAT  PAMONA  UTARA 2,441,945,311.00          2,374,209,143.00          97.23
31 KANTOR CAMAT  PAMONA  BARAT 840,990,556.00             816,990,066.00             97.15
32 KANTOR CAMAT  PAMONA  PUSELEMBA 2,397,649,585.00          2,367,151,282.00          98.73
33 KANTOR CAMAT  LORE  TENGAH 1,146,819,294.00          1,103,785,148.00          96.25
670,208,264,369.50  637,783,477,847.53  95.16 
NO SKPD
KINERJA KEUANGAN (Y)
J U M L A H










































Sumber : DPKAD Kabupaten Poso (data diolah) 
 
Berdasarkan tabel di atas, total anggaran 
untuk 33 SKPD di Tahun 2013 adalah sebesar 
Rp 670.208.264.369,50,- anggaran tersebut 
terealisasi sebesar Rp 637.783.477.847,53 atau 
95,16%. Anggaran per SKPD tidak seluruhnya 
terealisasi (100%) hal tersebut dikarenakan 
keterlambatan pencairan dana, keterlambatan 
penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
dan Pejabat Pengelola Kegiatan. 
 Keterlambatan tersebut terjadi di setiap 
SKPD. selain itu, setiap SKPD melaksanakan 
kegiatannya di akhir-akhir tahun, yang 











Constanta 95.766 2.740 34.951 0.000
Hasil Pengawasan Internal 
(X1)
0.100 0.028 3.555 0.001
Penyelesaian Tindak 
Lanjut Kerugian (X2)
-0.079 0.038 -2.064 0.048





Sig F = 0.005
Variabel Dependen (Y) = Kinerja Keuangan SKPD
menyebabkan kurang efektifnya penyerapan 
anggaran. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
merupakan SKPD dengan nilai anggaran 
tertinggi yaitu sebesar Rp 352.550.858.113,50,- 
nilai tersebut terealisasi sebesar Rp 
331.061.935.543,- atau 93,90% dari nilai 
anggaran. Kecamatan Pamona Barat merupakan 
SKPD dengan nilai anggaran terendah yaitu 
sebesar Rp 840.990.556,- nilai tersebut 
terealisasi sebesar Rp 816.990.066,- atau 
sebesar 97,15% dari nilai anggaran. Tabel di 
atas juga menunjukkan, Dinas Sosial 
merupakan SKPD dengan persentase realisasi 
anggaran tertinggi yaitu sebesar 98,97% dan 
Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota 
merupakan SKPD dengan nilai realisasi 
anggaran terendah yaitu sebesar 87,45%. 
 
Analisis Regresi Linear Berganda 
Data yang diperoleh dianalisis dengan 
metode regresi berganda menggunakan 
program SPSS 17.0, adapun hasil pengujian 
seperti ditampilkan pada Tabel 5. 
 


















Sumber : Data sekunder yang diolah 
 
Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat disusun 
persamaan regresi linear berganda sebagai 
berikut : Y = 95.766 + 0.100X1 - 0.079X2 
Hasil persamaan regresi linier berganda 
tersebut di atas menunjukkan bahwa : 
1. Nilai konstanta sebesar 95.766. Hal ini 
mengindikasikan bahwa Kinerja Keuangan 
SKPD (Y) mempunyai nilai sebesar 95.766 
dengan tidak dipengaruhi oleh variabel-
variabel bebas (Hasil Pengawasan Internal 
dan Penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian).  
2. Variabel Hasil Pengawasan internal yang 
diukur dengan membandingkan tindak lanjut 
rekomendasi temuan keuangan daerah 
(TLRTKD) dengan rekomendasi temuan 
keuangan daerah (RTKD) menunjukkan 
pengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kinerja Keuangan SKPD dengan nilai 
koefisien regresi sebesar 0.100. Tanda 
positif pada koefisien regresi menunjukkan 
bahwa dengan peningkatan dan penerapan 
yang efektif oleh Inspektorat Kabupaten 
Poso pada Hasil Pengawasan Intern akan 
meningkatkan Kinerja Keuangan SKPD. 
3. Variabel Penyelesaian Tindak Lanjut 
Kerugian yang diukur dengan 
membandingkan tindak lanjut nilai kerugian 
daerah (TLNKD) dengan nilai kerugian 
daerah (NKD) menunjukkan pengaruh 
negatif dan signifikan Kinerja Keuangan 
SKPD dengan nilai koefisien regresi sebesar 
-0.079. Tanda negatif pada koofisien regresi 
menunjukkan bahwa setiap adanya 
peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut 
Kerugian atas tingginya temuan audit akan 
menurunkan Kinerja Keuangan SKPD 
begitupun sebaliknya. 
 
PENGUJIAN HIPOTESIS  
 
Hasil Uji Statistik F 
Uji statistik F pada dasarnya 
menunjukkan apakah semua variabel 
independen yang dimasukkan dalam model 
mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
terhadap variabel dependennya (Ghozali, 
2005). Hasil perhitungan Uji Statistik F ini 
dapat dilihat pada Tabel 6 berikut : 
 
 





















Sumber : Data Sekunder yang Diolah 
 
Hasil analisis regresi seperti yang 
ditunjukkan pada Tabel 6 dapat diketahui 
bahwa secara bersama-sama variabel bebas 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel terikat. Hal ini dapat dibuktikan dari 
nilai F hitung sebesar 6.326 dengan probabilitas 
0,005 dimana lebih kecil dari tingkat 
signifikansi yang digunakan yaitu 0.05 atau 
5%. Oleh karena itu, penelitian ini menerima 
Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 
Hasil Pengawasan Internal dan Penyelesaian 
Tindak Lanjut Kerugian berpengaruh 
signifikan terhadap Kinerja Keuangan SKPD. 
 
Hasil Uji Statistik t 
Hasil Uji statistik t pada dasarnya 
menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel independen secara individual dalam 
menerangkan variasi variabel dependen 
(Ghozali, 2005). Hasil uji statistik t dapat 
dilihat pada Tabel 7 di bawah ini : 
 
 














Sumber : Data Sekunder yang Diolah 
 
Berdasarkan hasil analisis regresi, tampak 
bahwa 2 (dua) variabel bebas yaitu Hasil 
Pengawasan Internal dan Penyelesaian Tindak 
Lanjut Kerugian berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen yaitu Kinerja 
Keuangan SKPD, dengan tingkat signifikasi 
sebesar 0.001 dan 0.048. Hal ini dikarenakan 
nilai signifikansinya lebih besar dari pada 
tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 
sebesar 0.05 atau 5%.  
Berdasarkan Tabel di atas juga dapat 
dijelaskan bahwa variabel Hasil Pengawasan 
Internal berpengaruh positif dan signifikan 
dengan nilai t-hitung sebesar 3.555, sedangkan 
untuk nilai signifikansinya adalah sebesar 0.001 
lebih kecil dari nilai signifikansi yang 
digunakan yaitu sebesar 0.05 atau 5%. Oleh 
karena itu, penelitian ini menerima Hipotesis 
kedua yang menyatakan bahwa Hasil 
Pengawasan Internal berpengaruh signifikan 
terhadap Kinerja Keuangan SKPD.   




Variabel Penyelesaian Tindak Lanjut 
Kerugian berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Kinerja Keuangan SKPD dengan nilai 
t-hitung sebesar -2.064, sedangkan untuk nilai 
signifikansinya adalah sebesar 0.048 lebih kecil 
dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu 
sebesar 0.05 atau 5%. Oleh karena itu, 
penelitian ini menolak Hipotesis kedua yang 
menyatakan bahwa Penyelesaian Tindak Lanjut 
Kerugian berpengaruh signifikan terhadap 









) pada intinya 
mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi variabel 
dependennya. Nilai R
2
 yang mendekati satu 
berarti variabel-variabel independennya 
memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
dependen (Ghozali, 2005). Hasil perhitungan 
koefisien determinasi penelitian ini dapat 
dilihat pada Tabel 8 di bawah ini : 
 
 















Sumber : Data Sekunder yang Diolah 
 
Berdasarkan output SPSS seperti pada 
Tabel 8 di atas tampak bahwa hasil perhitungan 
diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) 
sebesar 0,297. Hal ini menunjukkan bahwa 
besar pengaruh variabel bebas yaitu Hasil 
Pengawasan Internal dan Penyelesaian Tindak 
Lanjut Kerugian terhadap variabel terikat yaitu 
Kinerja Keuangan yang dapat diterangkan oleh 
model persamaan ini adalah sebesar 29,7% 
sedangkan sisanya sebesar 70,3% dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan 








Hasil Pengawasan Internal (X1) dan 
Penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Keuangan (Y) Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di Kabupaten Poso. 
 
Hasil Pengawasan Internal yang berupa 
Temuan merupakan output dari pengawasan 
internal yang dilakukan oleh Inspektorat 
Kabupaten Poso, hasil tersebut tidak hanya 
terfokus pada temuan administratif tetapi juga 
terfokus pada temuan kerugian daerah. Hasil 
pengawasan intern tersebut wajib ditindak 
lanjuti oleh objek pemeriksaan (auditee) sesuai 
dengan rekomendasi. Tanpa tindak lanjut hasil 
pemeriksaan, maka penyelenggaraan audit tidak 
efektif sehingga kurang memiliki added values 
(Halim, 2004). 





Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 
Hasil pengawasan internal dan penyelesaian 
tindak lanjut kerugian berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Poso. 
Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Hermin Arifianti, Payamta, dan 
Sutaryo (2013) bahwa tindak lanjut 
rekomendasi atas temuan audit berpengaruh 
positif terhadap kinerja penyelenggaraan 
pemerintah daerah. 
Hartono (2006) dalam Hermin Arifianti, 
Payamta, dan Sutaryo (2013) menyatakan 
bahwa hasil pengawasan intern segera 
diupayakan penyelesaian tindak lanjutnya 
sehingga dapat meningkatkan nilai kinerja 
organisasi secara keseluruhan. Penyelesaian 
tindak lanjut dapat dijadikan salah satu faktor 
non finansial dalam penilaian kinerja 
manajemen, agar dapat menjawab kendala 
terhadap penyelesaian hasil pengawasan intern 
tersebut.  
Sependapat dengan hal tersebut, hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Widiatmoko 
(2012) menyatakan bahwa hasil pengawasan 
intern berupa rekomendasi temuan yang 
disarankan oleh auditor yang ditujukan kepada 
orang/lembaga/badan yang berwenang 
tujuannya adalah untuk melakukan tindakan 
atau perbaikan. Rekomendasi atas temuan 
tersebut, dapat meminimalisasi akibat yang 
ditimbulkan dari penyimpangan dalam 
pengelolaan dan tanggungjawab keuangan. 
Oleh karena itu, sangat penting untuk ditindak 
lanjuti demi peningkatan kinerja pemerintah 
daerah yang di audit. Selain itu, penyelesaian 
tindak lanjut dilakukan agar temuan-temuan 
hasil pengawasan intern tidak terjadi sacara 
berulang-ulang. 
Hasil pengawasan internal dan 
penyelesaian tindak lanjut kerugian merupakan 
kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dan 
SKPD untuk menunjang kinerja keuangan agar 
menjadi lebih baik. Kegiatan tersebut harus 
dilakukan secara terus-menerus (Dwiputrianti, 
2008). 
 
Hasil Pengawasan Internal (X1) 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Keuangan (Y) Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di Kabupaten Poso. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Hasil Pengawasan Internal memiliki pengaruh 
secara individual atau parsial terhadap Kinerja 
Keuangan SKPD. Adanya pengaruh yang 
positif dan cukup kuat dari Pengawasan 
Internal menunjukkan bahwa Hasil Pengawasan 
Internal cukup efektif dalam peningkatan 
Kinerja Keuangan SKPD. Hal tersebut sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermin 
Arifianti, Payamta, dan Sutaryo (2013) yang 
menyatakan bahwa dengan adanya pengawasan 
intern yang efektif, maka kinerja yang 
dihasilkan akan semakin tinggi atau baik.  
Selain itu, Alkins (2011) dan Johnson 
(2012) juga menyatakan bahwa terdapat 
hubungan audit dan efektivitas pengawasan 
intern dengan kinerja keuangan, dengan adanya 
laporan audit atau hasil pemeriksaan dapat 
mempertimbangkan keakuratan dan keandalan 
informasi keuangan sehingga dapat 
memungkinkan untuk memperbaiki kekurangan 
atas pengawasan intern dalam lingkup 
organisasi.  
Sarita (2012) menyatakan bahwa dengan 
adanya sistem pengawasan intern yang efektif 
akan berpengaruh terhadap kinerja. Partisipasi 
pimpinan dalam penyusunan anggaran dan 
adanya kejelasan sasaran anggaran yang akan 
dilaksanakan, diharapkan dapat berpengaruh 
terhadap kinerja dengan adanya sistem 
pengendalian dan pengawasan intern yang 
efektif.  
Sependapat dengan hal tersebut di atas, 
Agustinus Widanarto (2012) menyatakan 
bahwa pengawasan intern memberikan 
kontribusi yang baik terhadap kinerja SKPD. 
Hasil pengawasan intern dapat secara langsung 
diikuti dengan pengambilan tindakan-tindakan 
korektif yang diperlukan. Inspektorat dinilai 
telah memberikan penilaian atas hasil pekerjaan 
yang dilakukan oleh SKPD.  
Pelaksanaan penilaian tersebut, 
Inspektorat juga telah menyesuaikannya dengan 




Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). 
Walaupun demikian, kemungkinan adanya 
beberapa rencana penilaian yang tidak dapat  
dilaksanakan semestinya dapat diantisipasi 
dengan pengelolaan alokasi SDM dan waktu 
yang lebih baik. Ada penilaian bahwa 
Inspektorat memang mengetahui hasil kegiatan 
yang dilakukan oleh seluruh SKPD, yaitu 
melalui pemeriksaan reguler, evaluasi LAKIP 
dan laporan tiga bulanan.  
Selain itu, proses perbaikan pengawasan 
internal seyogyanya sesuai dengan arah 
pengembangan kinerja Pemerintah Kabupaten 
Poso sebagaimana telah diuraikan di atas. 
Inspektorat sebagai pelaksana pengawasan 
internal diharapkan mampu mendorong 
terciptanya sistem pelayanan yang efektif, 
efisien, profesional, akuntabel dan transparan. 
Hal ini selaras dengan salah satu tujuan 
Inspektorat, yaitu: meningkatkan kinerja dan 
terwujudnya pelayanan yang prima dari 
SKPD/instansi/unit kerja di lingkungan 
Pemerintah Daerah, khususnya unit-unit kerja 
yang berhubungan dengan masyarakat. 
 
Penyelesaian Tindak Lanjut Kerugian (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 
Keuangan (Y) Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di Kabupaten Poso. 
Berdasarkan hasil perhitungan regresi, 
variabel penyelesaian tindak lanjut kerugian 
berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 
keuangan SKPD. Hasil ini membuktikan bahwa 
semakin banyaknya penyelesaian tindak lanjut 
kerugian daerah akibat tingginya temuan atau 
hasil pengawasan yang dilakukan dalam hal ini 
oleh inspektorat sehingga dapat 
menggambarkan kinerja keuangan SKPD 
semakin rendah.  
Hal tersebut sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Mustikarini dan Debby 
(2012) menyatakan bahwa semakin banyak 
temuan hasil pengawasan dalam hal ini 
menyangkut mengenai kerugian yang tidak 
ditindak lanjuti oleh auditee menunjukkan 
bahwa pengelolaan keuangan dari pemerintah 
daerah khususnya pada tingkatan SKPD kurang 
baik yang pada akhirnya akan berpengaruh 
terhadap kinerja dari pemerintah daerah 
tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi 
angka temuan pemeriksaan, maka seharusnya 
menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu 
pemerintah daerah. 
Proses penyelesaian tindak lanjut 
kerugian daerah atas hasil pengawasan internal 
kurang mendapat perhatian khusus dari 
beberapa kepala SKPD sehingga 
penyelesaiannya butuh waktu yang lebih lama, 
sehingga dapat dipastikan rendahnya kinerja 
keuangan SKPD berdasarkan temuan kerugian 
daerah yang tinggi. 
Sependapat dengan hal tersebut, 
Dwiputrianti (2011) menyatakan bahwa tindak 
lanjut hasil temuan dan rekomendasi dari 
pemeriksaan masih relatif rendah, beberapa 
instansi mengatakan bahwa tindak lanjut kasus 
korupsi atau pelanggaran tidak bisa dalam 
waktu singkat untuk ditindak lanjuti dan 
membutuhkan waktu untuk diproses lebih 
dalam lagi.   
Selain itu, Dwiputrianti (2008) juga 
menyatakan bahwa Penyelesaian tindak lanjut 
hasil pemeriksaan berdasarkan rekomendasi 
merupakan suatu upaya continuous 
improvement (perbaikan secara terus-menerus) 
atas kinerja entitas yang diperiksa. Perbaikan 
tersebut diharapkan mampu meningkatkan 
kinerja SKPD dalam hal mengelola 
keuangannya. Kinerja SKPD tidak lepas dari 
sistem pengawasan yang dibangun oleh suatu 
daerah, inspektorat mempunyai tugas dan 
fungsi melakukan hal tersebut. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Pengawasan internal yang dilakukan oleh 
Inspektorat Kabupaten Poso sebagai 
lembaga pengawasan di daerah cukup 
efektif. Hasil pengawasan internal dan 
penyelesaian tindak lanjut kerugian yang 





dilakukan terhadap Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) juga cukup berjalan dengan 
efektif. Akibatnya adalah Kinerja Keuangan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
yang lebih baik dan terarah sesuai dengan 
program kerja masing-masing Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD). 
2. Hasil pengawasan internal dan penyelesaian 
tindak lanjut kerugian berpengaruh 
signifikan terhadap penyelesaian tindak 
lanjut kerugian Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di Kabupaten Poso. 
3. Hasil pengawasan internal berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
Kabupaten Poso. 
4. Penyelesaian tindak lanjut kerugian 
berpengaruh negatif signifikan terhadap 
kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di Kabupaten Poso. 
 
Rekomendasi 
1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, 
hasil penelitian ini diharapkan dapat 
digunakan sebagai bahan masukkan bagi 
pemerintah daerah untuk dapat lebih 
meningkatkan kinerja keuangan pada 
masing-masing Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) melalui pengawasan internal 
yang dilakukan oleh Inspektorat. Peran 
inspektorat sebagai lembaga pengawas 
intern dalam melakukan pencegahan dini 
terhadap kecurangan-kecurangan dalam 
pengelolaan keuangan perlu ditingkatkan 
lagi. Selain itu, setiap Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) harus lebih 
proaktif dan semaksimal mungkin dalam 
menindaklanjuti serta menyelesaikan semua 
hasil pengawasan internal yang dilakukan 
oleh Inspektorat baik itu yang bersifat 
keuangan dan non keuangan (administratif). 
2. Bagi Peneliti selanjutnya: 
a. Agar menggunakan data penelitian 
minimal 3 (tiga) Tahun untuk variabel 
hasil pengawasan intern, penyelesaian 
tindak lanjut kerugian dan kinerja 
keuangan SKPD. 
b. Dapat memberikan tambahan informasi 
dan menimbulkan inisiatif untuk 
melakukan penelitian pada masa akan 
datang dan menjadi salah satu sumber 
dalam pengembangan Ilmu Manajemen 
Keuangan Daerah khususnya dalam 
bidang Pengawasan Internal di Daerah 
serta lebih mengkaji mengenai peran 
pengawasan internal dan penyelesaian 
tindak lanjut hasil pengawasan terhadap 
peningkatan kinerja baik keuangan dan 
non keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah 
demi transparansi dan akuntabilitas 
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. 
c. Agar menambahkan variabel lain yang 
dapat mempengaruhi kinerja keuangan 
SKPD seperti : pengawasan oleh DPRD, 
pemahaman akuntansi, pemanfaatan 
sistem informasi akuntansi keuangan 
daerah, audit eksternal oleh BPK, sumber 
daya manusia, partisipasi masyarakat dan 
implementasi standar akuntansi 
pemerintahan di Daerah. 
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